LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIDPRRI
BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke . 12 (Dua belas)

Tahun Sidang . 2024-2025

Masa Persidangan co

Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Standardisasi

Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

Hari, Tanggal . Rabu, 11 September 2024

Pukul : 14.00 WIB

Sifat Rapat : Terbuka.

Pimpinan Rapat M. Sarmuiji, S.E., M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Sekretaris Rapat . Dewi Resmini, S.E., M.Si/Kabagset. Komisi VI DPR RI

Tempat . Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara | It 1
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Acara . Pembahasan mengenai :

1. Penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2025 (Sesuai hasil pembahasan
Badan Anggaran); dan

2. Lain-lain.
Hadir 1. 20 Orang dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI;

2. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bapak Kukuh S. Achmad;

3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Bapak M.
Fanshurullah Asa;

4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Bapak Mohammad Rudi;

5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), Bapak Iskandar Zulkarnaen;

Beserta jajaran.

PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang
dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar
Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan



Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang (BPKS Sabang) beserta jajarannya pada Pukul 14.33 WIB dan rapat dinyatakan
terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 11 September 2024, dengan acara dan
wakiu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak M. Sarmuj,
S.E., M.Si.

IIl. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR R
Nomor: B/11277/AG.05.02/09/2024 Tanggal 10 September 2024 perihal Penyampaian Hasil
Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp.223.867.121.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga
Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp.105.373.198.000,- (Seratus Lima Miliar
Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
sebesar Rp.1.992.728.199.000,- (Satu Trilun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh
Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
sebesar Rp.53.494.482.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan

Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk segera menyampaikan

penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat tanggal 12 September 2024, untuk

selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.



2. Komisi VI DPR RI memberikan wakiu kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5

(lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

ll. PENUTUP
Rapat ditutup pada Pukul 15.31 WIB.

KEPALA PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) KETUA RAPAT,
Ttd. Ttd.
KUKUH S. ACHMAD M. SARMUJI, S.E., M.Si
A-318
KETUA
KOMIS| PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU)

Ttd.

M. FANSHURULLAH

KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM (BP BATAM)

Ttd.

MOHAMMAD RUDI




KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS SABANG (BPKS SABANG)

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAEN




